QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAI YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : o buhwa scbugai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkal Dacrah, maka
untuk kelancaran penyclenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Kabupraten Bircuen:

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat .

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang - Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Ncgara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041 ), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
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- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahan 1999 Nomaw 72 Tambaban Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan  Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang  Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897),

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bircuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambehan Lewmbaran Ncgara Nomor 3963);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Sebagai Provinsi Nanggroe

Acch Darussalam:
8. Peraturan ... /'}/
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 ‘Tahun 1988 lentang Km)rdmust
H N ' . saonra 1 (
Kegiatan Instansi Vertikal di Dacral (Lembaran Negara Tahun 1988
bl Sy
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952)

10 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 entang Pedoman

Organisasi Perangkat Dacral (Lembaran Negara “Tahun 2000 Nomor
105):

L'l Peraturan Pemerintah Nomor 96 T'ahun 2000 tentang chcn:mg
Pcngangkalun, Pemindahan dan Pemberhentian Pcgawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 40 14);

12. Peraturan Pemerintal Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018);

13. Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peraturan l’crundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14.Keputusan Menter; Dalam Negeri dan
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten /K ota,

Otonomi Dacrah Nomor 50
Organisasi dan Tata Kerja

Dengan Persetujuan
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DEWAN PERWAKILAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN  TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Qanun in; yang dimaksud dengan -

1. Dacrah Otonom scl
Bireuen;

2. Pemerintah Dagryly adalah Kepala Daeraly beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksckutif Dacrah;

anjutnya dischut Dacrah adalah Dacrah Kabupaten
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3. Bupati adalah Bupati Bircuen:

4. Sckretaris Ducraly Kabupaten sclanjutnya disebut Sckretaris Dacrah
adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Bircuen;

5. Dinas Pendapatan adalah  Dinag Pendapatan - Kabupaten  Bircuen
scbagai unsur pelaksang Pemerintah Dacrah Kabupaten Bircuen,

0. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bircuen;

7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Kabupaten Bircuen
sebagai unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan-urusan
bemerinahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;

8. Unit Peluksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas  Pendapatan Kabupaten Bireuen scbagai unsur pelaksana
operasional di lapangan.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Pendapatan Kabupaten Bircuen.
BAB 111
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Dacrah
dibidang pendapatan.

(2) Dinas Pendapatan dipimpin olch scorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sckretaris
Dacrah.

Pasal 4

Dinas  Pendapatan mempunyai  lugas  melaksanakan Kewenangan
Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan.

Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana tersebul pada Pasal 4, Dinas
Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan  penyusunan program - peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah, pengembangan, pemantauan dan pengendalian operasional
pendapatan Dacrah;

b. Penyusunan Rancangan Pendapatan Dacrah untuk bahan Penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD);

¢. Pelaksanaan "/ :
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¢ Pelaksanaan pendatgan pendaltaran, registrasi dan pemeriksaan objek

pendapatan:;
d. Pelaksanaan pemeriksaan
Dacrah;

dokumen-dokumen lentang  pendapatan

¢. Pclaksanaan penctapan perhitungan dan penertiban surat Keletapan

pajak dan retribusi:

I* Pelaksanaan penagihan, pencrimaan dan pembukuan pendapatan:
g Pelaksanaan pembinaan lerhadap sumber-sumber pendapatan; .
h. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan terhadap masyarakat bidang

pendanatan,,

i Pengelotaan adnvinistrasi  umum yang

meliputi

pckerjaan

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan

ketatalaksanaan Dinas:

1. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari:
L Kepala Dinas:

0. Bagian Taty Usaha

Sub Dinas Program:

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan:;

Sub Dinas Penagihan:

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain:
Sub Dinas Bagi 1asil Pendapatan:

Cabang Dinas:

Unit Pelaksana ‘Teknis Dinas (UIPTD):
Kelompok Jabatan Fungsional.

s

& mec oo =
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(2) Bagian Tata Usahg terdiri dari -
a. Sub Bagian Umum:
b. Sub Bagian Kepegawaian:
c. Sub Bagian Keuangan;
d. Sub Bagian Perlengkapan,

(3) Sub Dinas Program terdiri darj -
d. Scksi Penyusunan Program:

b. Scksi Pcmanlauun, Pengendalian LZvaluasi dan Pelaporan:

¢. Seksi Pengembangan Pendapatan.

(4) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdir; dari ;
a4 Scksi Pendataan dan Pendalaran:
b. Seksi Penetapan:
C. Seksi Pemeriksaan.

(5) Sub Dinas Penagihan terdiri dari -
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi:
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
¢. Scksi Restitusi dan I’cminduhbukuan;
d. Seksi Pertimbangan dan Keberatan,

(6) Sub ...

A
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(0) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain erdiri dari
4o Scksi Penata Usahy Pencrimaan Retribusi Pendapatan  dan
Penerimaan lain-lain: o
b. Seksi Pencrimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
¢ Sekst Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga,

(7)Sub Dings Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari - .
& Seksi Penata Usahaan Bagi HMasil Pendapatan Pajak dan Non
Pajak; . ‘
b. Scksi Bagi Husil Pajak dan Bagi Hasil Non PuJuk;“
C. Scksi Peraturan Pcrundung-undangnn dan Pengkajian Pendapatan.

Pasal 7

(D) Rincian tugas jubatan Bagian Tata Usaha, Sub Di_nas, Sub Bagian, dfln
Seksi sebagaimang tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan Icbih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Organisasi lugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Dinas  akan ditctapkan  lebih lanjut  dengan
Keputusan Bupau,

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga tcrumpil?
dalam Jenjang  jabatan lungsional yang lerbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang Keahliannya,

(4)Bagan Strukqur Organisasi Dinas Pendapatan scbagaim
dalam  Lampiran yang merupakan bagian yang tid
dengan Qanun inj.

ana (ercantum
ak terpisahkan

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal §
(1) Kepala Dinag adalah Jabatan Esclon 11.b.

(2) Kepala Bagian Tata Usahy dan’ Kepala Sub Dinas adalah Jabatan
Esclon 111 a,
(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Ke

pala Cabang Dinas, dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah J

abatan Esclon IVa
Pasal 9

(I)K.cpalu Dinas, Kepala Bagian Ta(y Usaha dan Kepala Sub Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas ysyl Sekretaris Dagraly.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, K

Unit  Pelaksang Teknis  Dinag diangkat dan i

: _ berhentikan  oleh
Sckretaris Dygryh ates pelimy

nahan kewenangan oleh Bupati,
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BAB YV
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dy, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sekst wayib
menerapkan pringip Koordinasi, mlegrasi, smkromisas: dan simplikas
SRR verkal dawe hocezoantal b dataum hngkungan Pemeriniah Daerah
TP st v setn e s masing-masiig

<

Pasal 11

Sctiap PImpinan satuan orgamsast  dalam lngkungan  Dinas wajib
Mengawast bawahannya masing-masing dan bila terjadi- penyimpangan
agar - mengamby| langkah-langkah yang diperlukan  sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

memberikan bimbingan  serty petunjuk  bagi  peluksanaan lugas
bawahannya

Pasal 13

Scuap  pimpinan satuan orgamisasi waib  mengikuti dan mematuhi
petunjuk  dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat wakiu.

Pasal 14

Sctiap Laporan yang diterima olch pimpinan satuan organisasi darj
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada
bawahan.

Pasal |5

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secarg
fungsional mempunyan hubungan kerja,

Pasal 10

Dalam melaksanakan lugas sctiap pupinan organisasi dibantu oleh
satuan organisasj dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala
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BAB VI
KETENTUAN PERALINAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun s maka wimua ketenluan yang nerientangan

dengan Qanun i dinyatakan tidak berlaky Jags

BAB VI
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 1%

Hal-hal yang belum diatur dalam Oupun s akan diatur kemodian ucngzar
Keputusan Bupals SCUEng mengenas b

nas kctentuan pelak sAnaanTya

Pasal 19

Qanun ing muyly; berlaku pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Bircuen.

Diundangkan dj Bircuen
pada tanggal 28 Januari 2002

.

5 HAL‘ Y BA
pa:, Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2002 NOMOR 17
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 17 TAIIUN 2002

TENTANG

I‘EMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN IKABUPATEN BIREUEN

l. PENJELASAN UMUM ;

I Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

lentang  Pedoman Organisasi  Perangkat Dacrah, maka kepada Dagral!
Kabupaten/Kota  diberi kewenangan  untuk menetapkan - Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah sesuaj dengan kemampuan keuangan Dacrah,

2. Bahwa untuk adan
dibidang pendapat
dibentuk Susunan
dengan Qanun.

ya dasar hukum dalam penyclenggaraan rod
an schingga dapat berdaya guna dan berh
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

a pemcrintahan
asil guna, perly
yang ditctapkan

3. Bahwa Pembentukan §
tersebut diatas adalah be
Otonomi Daerah N
Dacral.

usunan Organisasi dan Tt Kerja Dinas P
rpedoman kepada chulusgn Menteri Dalam
omor 50 Tahun 2000 tenlang Pedoman Organisas

cndapatan
Negeri dan
i Perangkat

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal | sampai dengan Pasal 19 - Cukup Jelas,

. N
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————— |
JAGAN SUSUNAN ORGANISASI . .
MNAS PENDAPATAN KABUPATEN BIREUEN HAMIPIRAN : KEPUTUSAN BUPAT BiRE
NOMOR  : 17 TAMUN 2002
| KEPALA
DINAS
| |
-
4P ATAN
" rovosioua.
— _ TATA USAHA
] __ _ _ [ [
| SUB BAGIEN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN “ZUANGAN
SUE DiNAS SUB DINAS SUB DINAS SUE DINAS SUE DINAS
PROGZLM PENCATALN DAN PENAGIHAN RETRIBUS| & PENDA- EACGIHASIL
FENETAFAN . PATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN . .

] T T _ | _

PROGZAN PENDAFTARAN /N VERIFIKASI PENERIMAAN RETRI- — EAGI HASIL
- BUSI PENDA- PENDAPATAN PAJAK
SEKSI PATAN DAN PENE- DAN NON PAJAK
FENAGIHAN DAN RIMAAN LAIN-LAIN.
PERHITUNGAN SEKSI

SEKSI BAGI HASIL PAJAK

SEKSI PENERIMAAN BUMD DAN BAGI HASIL “
RESTITUSI DAN DAN PENDAPATAN NON PAJAK

SEXSI
PEMANTAUAN
PENGENDALIAN
EVALUASI CAN
PELAPORAN

SEKSI
PENETAPAN

i

SEKSI
PENERIKSAAN

SEXSI SEKSI | SEKSI SEKSI SEKSI
1 PENYUSUNEN PENCATAAN AN FEMBUKUAN PENATA USAHA PENATA USAHAAN
SEKSI \

SEMINDAH BUKUAN LAIN - LAIN !
PENGEMBANG AN ﬁ SEKSI
PENDAPATAN \ _ SEKSI SEKSI PERATURAN PER- ,
. PERTIMBANGAN LEGALISASI czo>zm-czo>zm>2x\6\
DAN KEBERATAN PEMBUKUAN SURAT- DAN PENGKAJIAN & A
SURAT BERHARGA PENDAPATAN// |/ ¢/ | Nz
T ppuasnss
H ‘v - >
[ 1 ) ; ay DEN
IS KPP EFUE
CABANG DINAS _| [ upTp |
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